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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 173 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

  

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 

1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYAMPAIAN SURAT 

PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERKOTAAN.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Probolinggo. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah 

kecamatan. 

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk 

melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah 

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

10. Objek Pajak adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak 

Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor 

Pertambangan. 

11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 

surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan 

bangunan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. 
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BAB II 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 

Pasal 2 

(1) Penyampaian SPPT PBB dilakukan oleh BPPKAD. 

(2) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), BPPKAD dapat dibantu petugas kecamatan, kelurahan, RT dan RW sebelum 

tanggal jatuh tempo pelayanan. 

(3) Penunjukkan petugas kecamatan, kelurahan, RT dan RW sebagai petugas 

penyampai SPPT dan koordinator ditetapkan dalam keputusan walikota. 

(4) Jangka waktu penyampaian SPPT adalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya 

SPPT oleh petugas kecamatan, kelurahan, RT dan RW. 

 

Pasal 3 

(1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT, maka tanda terima 

SPPT ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan 

secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB dimaksud. 

(2) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian 

bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada koordinator yang ditunjuk dalam 

keputusan walikota sebagaimana pasal 2 ayat (3). 

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas menghimpun tanda 

terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam buku 

daftar himpunan ketetapan PBB atau DHKP dan selanjutnya disampaikan 

kepada BPPKAD. 

(4) Himpunan tanda terima SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

di atas diserahkan kepada BPPKAD, setelah jangka waktu penyampaian SPPT 

PBB menggunakan tanda terima yang dibuat rangkap 3 terdiri dari lembar 1 

(satu) untuk BPPKAD, lembar 2 (dua) untuk koordinator, lembar 3 (tiga) untuk 

petugas penyampai. 

(5) SPPT yang tidak disampaikan kepada wajib pajak harus dikembalikan kepada 

BPPKAD dengan berita acara pengembalian SPPT dengan disertai alasan tidak 

dapat disampaikannya SPPT tersebut. 

 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 4 

(1) BPPKAD membuat laporan hasil penyampaian SPPT PBB berdasarkan 

himpunan tanda terima SPPT dan DHKP yang diterima dari koordinator yang 

digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaan penyampaian SPPT yang 

dilakukan oleh petugas kecamatan, kelurahan, RT dan RW. 

(2) BPPKAD membuat laporan dari rekapitulasi SPPT yang tidak sampai kepada 

wajib pajak yang digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi. 



5 

BAB IV 

PEMBERIAN HONORARIUM 

Pasal 5 

(1) Besarnya honorarium atas penyampaian SPPT ditetapkan sebagai berikut : 

a. petugas penyampai SPPT sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per 

lembar; dan 

b. koordinator sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar. 

(2) Pertanggungjawaban honorarium untuk petugas penyampai SPPT dan 

Koordinator sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan data SPPT 

yang telah disampaikan kepada wajib pajak dari koordinator. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal   28 Desember 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       28 Desember 2018  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 173 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
                             


